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Abstract
This research aims to determine the effect of budgetary participation on managerial
performance with clarity budgetary targets, budget goal commitment, distributive
fairness, and internal controls as intervening variables. Data collection was done using
questionnaires and dedicated to 138 middle level managers of SKPD in Jambi Province
as respondents. Respondents was selected by purposive sampling method in which the
respondents should have middle level manager position, minimum of one year
experience in that position, and involved in the making of budget. The analysis
technique used in this study is Partial Least Square (PLS). Stastical analysis showed
budget participation could not influenced on managerial performace, but that clarity
budgetary targets, budget goal commitment, distributive fairness, and internal controls
could be a intervening variables in the relationship of budget participation on
managerial performace.
Keywords: Managerial performance, budgetary participation, clarity budgetary
targets, distributive fairness, and internal controls
Abstrak.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh partisipasi
penganggaran pada kinerja manajerial dengan kejelasan sasaran anggaran, komitmen
tujuan anggaran, keadilan distributif, dan pengawasan internal sebagai variabel
intervening. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, dengan 138
orang manajer tingkat menengah pada SKPD Provinsi Jambi sebagai responden.
Responden dipilih berdasarkan metode purposive sampling, yaitu memiliki jabatan
(kepala bidang/kepala bagian/kepala unit dan kepala sub bidang/kepala sub
bagian/kepala sub unit), telah menduduki jabatan tersebut minimal 1 tahun, serta terlibat
dalam proses penyusunan anggaran. Teknik analisis yang digunakan adalah Partial
Least Square (PLS). Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa partisipasi
penganggaran secara langsung tidak berpengaruh  pada kinerja manajerial namun
partisipasi penganggaran berpengaruh pada kinerja manajerial dengan kejelasan sasaran
anggaran, komitmen tujuan anggaran, keadilan distributif, dan pengawasan internal
Kata kunci: Partisipasi penganggaran, Kinerja Manajerial, Kejelasan Sasaran
Anggaran, Keadilan Distributif, dan Pengawasan Internal.
PENDAHULUAN
Anggaran merupakan salah satu masalah penting dalam proses pengelolaan
keuangan pemerintah, Kenis (1979) mengemukakan anggaran merupakan pernyataan
mengenai apa yang diharap dan direncanakan dalam periode tertentu dimasa yang akan
70
Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 3 No. 2, Oktober-Desember 2015 ISSN: 2338-4603 (print); 2355-8520 (online)
datang. Mardiasmo (2005) mengemukakan tahap penganggaran menjadi sangat penting
karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat
menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan managerial plan
for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.
Partisipasi penganggaran adalah proses yang menggambarkan keterlibatan
individu- individu dalam suatu organisasi dalam penyusunan anggaran dan
mempunyai pengaruh terhadap target anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran
merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada
akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi (Nor, 2007).
Beberapa peneliti telah menguji pengaruh partisipasi penganggaran terhadap
kinerja manajerial, namun bukti-bukti empiris memberikan hasil yang bervariasi dan
tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan Kenis (1979) dan Brownell (1982)
menemukan bahwa partisipasi penganggaran dan kinerja memiliki hubungan yang
positif dan signifikan (Sumarno, 2005). Demikian halnya studi yang dilakukan oleh
Brownell dan Mcinnes (1986) dalam Sumarno (2005) menemukan bahwa partisipasi
yang tinggi dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja manajerial.
Indrianto dan Supomo (1998) dan Noor (2007) juga menunjukkan bahwa partisipasi
penganggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajer. Hasil yang berbeda
ditemukan dalam studi yang dilakukan oleh Milani (1975), dan Brownell dan Hirst
(1986). Studi mereka menyimpulkan bahwa partisipasi penganggaran mempunyai
pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja manajerial. Hasil yang sama diperoleh
peneliti lain, seperti Steardy (1960), Bryan dan Locke  (1967) dalam Sumarno (2005)
menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif antara partisipasi penganggaran terhadap
kinerja manajerial.
Pendekatan kontingensi (contingency approach) menegaskan kemungkinan
adanya variabel-variabel lain yang dapat bertindak sebagai faktor moderasi atau
pemediasi yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel
dependen (Brownell, 1982; Murray, 1990; Shield dan Young,1993) dalam Nor (2007).
Penelitian ini akan menggunakan variabel kejelasan sasaran anggaran, komitmen tujuan
anggaran, keadilan distributif, dan pengawasan internal sebagai variabel intervening.
Pemerintah Provinsi Jambi dalam pelaksanaan APBD berdasarkan LAKIP
Provinsi Jambi  yang terpublikasi dari tahun 2010 s.d. 2014 dipaparkan bahwa pada
tahun 2014 terjadi penurunan persentase pencapaian APBD secara keseluruhan jika
dibandingkan dengan LAKIP sebelumnya. Rendahnya realisasi anggaran menunjukkan
masih belum maksimalnya perencanaan, implementasi, dan pelaporan pada penerapan
anggaran seperti terlihat pada Tabel 1, dimana pada Tahun 2014 realisasi anggaran
belanja Pemerintah Provini Jambi mengalami penurunan menjadi 88 % persen  dari
tahun 2013 dimana realisasi anggaran belanja 92 %.
Tabel 1. Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2010-2014
Tahun Belanja PersentaseRealisasiAnggaran Realisasi
2010 1.596.391.473.716,00 1.488.130.349.597,62 93,22
2011 1.938.926.763.736,35 1.750.241.856.160,33 90,27
2012 2.766.573.219.873,85 2.558.079.676.618,46 92,46
2013 3.268.522.086.963,19 3.012.362.428.561,54 92,16
2014 3.641.235.253.698,06 3.204.632.835.005,90 88,01
Sumber : BPKAD Provinsi Jambi (data diolah)
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Rendahnya realisasi anggaran ini belum diketahui secara pasti apakah bermula
dari perencanaan anggaran yang kurang sesuai dengan kebutuhan, implementasi
anggaran yang banyak menemui kendala, atau laporan dalam bentuk LAKIP yang
masih belum memaparkan tingkat pencapaian kinerja secara detail sesuai dengan aturan
terkait atau masih banyak format LAKIP yang tidak seragam antar SKPD.  Hal tersebut
disinyalir dapat berdampak pada menurunnya tingkat kinerja di Provinsi Jambi.
Melihat hal ini maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh
partisipasi penganggaran terhadap kinerja SKPD di Provinsi Jambi dengan kejelasan
sasaran anggaran, komitmen tujuan anggaran, keadilan ditributif, dan pengawasan
internal sebagai variabel intervening.
PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Partisipasi Anggaran
Partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat diartikan merupakan keikutsertaan
seseorang dalam menyusun dan memutuskan anggaran secara bersama. Sukses atau
gagalnya para staf dalam suatu SKPD dalam melaksanakan anggaran adalah merupakan
suatu refleksi langsung tentang keberhasilan ataupun kegagalan Kepala Perangkat
daerah (Kepala SKPD) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang
diembannya.  Selain itu tingkat partisipasi para staf dalam penyusunan anggaran akan
mendorong tercapainya moral kerja yang tinggi dan inisiatif serta kegairahan para staf
dan kepala perangkat daerah.
Partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran
pemerintah daerah adalah menunjukkan pada beberapa besar tingkat keterlibatan aparat
pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penganggaran daerah, diberi kesempatan
untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui negosiasi terhadap anggaran.
Hal ini sangat penting, karena aparat pemerintah daerah akan merasa produktif dan puas
terhadap pekerjaannya sehingga memungkinkan munculnya perasaan berprestasi yang
akan meningkatkan kinerjanya. Kunci dari kinerja yang efektif adalah apabila tujuan
dari anggaran tercapai dan partisipasi dari bawahan atau para staf memegang peranan
penting dalam pencapaian tujuan (Kenis 1979).
Hubungan Partisipasi Penganggaran dan Kinerja Manajerial
Brownell (1982) mengemukakan alasan menariknya topik tersebut, yaitu : (1)
umumnya partisipasi penganggaran dinilai sebagai pendekatan yang dapat
meningkatkan kinerja organisasi; (2) Hasil penelitian yang dilakukan untuk menguji
hubungan antara kedua variable tersebut memberikan hasil yang tidak konsisten antara
peneliti satu dengan peneliti lainnya. Berdasarkan uraian hipotesis yang diajukan adalah
H1 : Partisipasi pengganggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
Pendekatan Kontijensi
Pendekatan kontingensi (contingency approach) menegaskan kemungkinan
adanya variabel-variabel lain yang dapat berperan sebagai variabel moderating atau
variabel intervening yang dapat mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan
anggaran dan kinerja manajerial. (Brownell, 1982; Murray, 1990; Shield dan
Young,1993) dalam Nor (2007). Indriantoro dan Supomo (2001) menjelaskan bahwa
varibel moderating yaitu tipe variabel-variabel yang memperkuat atau memperlemah
hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan
faktor intervening adalah tipe variabel-variabel yang mempengaruhi hubungan antara
variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen menjadi hubungan
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yang tidak langsung. Variabel intervening merupakan variabel yang terletak diantara
variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen, sehingga variabel
independen tidak langsung menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen.
Berdasarkan pendekatan kontijensi di atas, ada dugaan bahwa kejelasan sasaran
anggaran, komitmen tujuan anggaran, keadilan distributive, dan pengawasan internal
akan mempengaruhi hubungan antara partisipasi penganggaran dan kinerja manajerial.
Kejelasan Sasaran Anggaran
Kenis (1979) mendefinisikan kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh
mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran
tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran
anggaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan
secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk
melaksanakannya. Locke (1968) dalam Kenis (1979) menyatakan bahwa penetapan
tujuan spesifik akan lebih produktif dari pada tidak menetapkan tujuan spesifik akan
lebih produktif dari pada tidak menetapkan tujuan spesifik. Hal ini akan mendorong
karyawan/ Staf untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki
sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja.
Komitmen Tujuan Anggaran
Locke et al. (1981) dalam Maiga dan Jacobs (2007a) mendefinisikan komitmen
tujuan anggaran sebagai kebulatan tekad dan ketekunan untuk mencoba mencapai
tujuan anggaran, dari waktu ke waktu. Seseorang akan berkinerja lebih baik ketika ia
berkomitmen untuk mencapai tujuan tertentu. Komitmen untuk mencapai tujuan
anggaran dapat terjadi ketika bawahan telah menerima tujuan anggaran yang telah
ditetapkan, dan penerimaan tersebut dapat dicapai karena adanya partisipasi
penganggaran (Indarto, 2011).
Keadilan Distributif
Greenberg (1986) mendefinisikan keadilan distributif sebagai kewajaran
evaluasi yang diterima relatif terhadap pekerjaan yang dilakukan. Folger dan Konovsky
(1989) menjelaskan keadilan distributif sebagai keadilan yang dirasakan  terkait  jumlah
kompensasi  yang  diterima  karyawan.  Magner  dan Johnson (1995) menyatakan
keadilan distributif berkaitan dengan outcome karena hal yang ditekankan adalah
distribusi yang diterima, terlepas dari bagaimana distribusi tersebut ditentukan.
Pengawasan Internal
Pengawasan merupakan tahap integral dalam keseluruhan tahap pada penyusunan
dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada
tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001) Pengawasan yang dilakukan oleh pelaksanaan
APBD dan Pertanggung jawaban APBD. Alamsyah (1997) menyebutkan bahwa tujuan
adanya pengawasan APBD adalah untuk : (1) menjaga agar anggaran yang disusun
benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran
yang telah digariskan, dan (3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat
dipertanggung jawabkan.
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi: a) administrasi
umum pemerintahan; b) urusan pemerintahan. penjagaan administrasi umum
pemerintahan dilakukan terhadap: a) kebijakan daerah; b) kelembagaan; c) pegawai
daerah; d) keuangan daerah ; dan e) barang daerah. Pengawasan urusan pemerintahan
dilakukan terhadap: a) urusan wajib; b) urusan pilihan; c) dana dekosentrasi; d) tugas
pembantuan; dan e) kebijakan pinjaman hibah luar negeri.
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Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk menguji apakah kejelasan
sasaran anggaran, komitmen tujuan anggaran, keadilan distributif, dan pengawasan
internal akan berperan sebagai variable intervening yang mempengaruhi hubungan
antara partisipasi penganggaran dan kinerja manajerial. Rumusan hipotesis yang
diajukan sebagai berikut :
H2 : Partisipasi  penganggaran  berpengaruh terhadap kinerja  manajerial dengan
kejelasan sasaran anggaran, komitmen tujuan anggaran, keadilan distributif,
dan pengawasan internal sebagai variabel intervening.
METODE
1. Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel
Sumber  data  dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil jawaban responden
atas pertanyaan kuisioner dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh aparatur yang terlibat dalam penyusunan anggaran di setiap SKPD Provinsi
Jambi.  Jumlah aparatur yang menyusun anggaran di seluruh SKPD Provinsi Jambi
sebanyak 420 orang dengan 10 s.d. 13 orang per SKPD nya.
Terkait jumlah sampel, dalam penelitian kali ini, metode pemilihan sampel
menggunakan purposive sampling dengan kriteria yang digunakan sebagai berikut :
1. Pegawai yang memiliki jabatan (Kepala Badan/Dinas, Sekretaris, kepala
bidang/kepala bagian/kepala unit dan kepala sub bidang/kepala sub bagian/kepala
sub unit).
2. Terlibat dan bertanggung jawab dalam proses penyusunan dan pelaksanaan
anggaran.
Jumlah sampel maksimal terdiri dari 3 orang aparatur utama dalam SKPD yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran per SKPD yang terdiri dari Kepala
SKPD, Sekretaris SKPD, dan Kasubag Program dan Perencanaan, atau pejabat yang
bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran pada SKPD dilingkup
Sekretariat Daerah.  Pengambilan sampel ini pada Dinas/Instansi yang memiliki jumlah
alokasi anggaran yang besar, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas
Kesehatan, dan SKPD yang bertanggung jawab pada penyusunan perencanaan dan
pengelolaan keuangan daerah, yaitu Bappeda dan BPKAD selain disebarkan
kuisionernya kepada Kepala SKPD, Sekretaris SKPD, dan Kasubag Program dan
Perencanaan, disebarkan juga untuk Kepala Bidang pada setiap SKPD tersebut.
Sehingga total sampel yang diambil sebanyak 150 orang (dari 46 SKPD).  Adapun
rincian jumlah sampel yang digunakan pada dilihat pada Tabel 2 berikut:
Tabel 2. Rincian Jumlah Sampel yang digunakan
No Jabatan pada SKPD Jumlah Sampel (orang)
1 Kepala SKPD 46
2 Sekretaris 35
3 Kepala Bidang 23
a. Dinas Pendidikan ( 5 orang)
b. Dinas Pekerjaan Umum (7 orang)
c. Dinas Kesehatan (4 orang)
c. Bappeda (3 orang)
d. BPKAD  (4 orang)
4 Kasubbid Program dan Perencanaan 38
5 Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaiain (pada
8 Biro Setda Provinsi Jambi
8
(pada 8 Biro Setda Provinsi Jambi)
150Jumlah total sampel
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2. Metode Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Partial Least
Square (PLS) dengan menggunakan solfware Smart PLS.
Langkah-langkah analisis PLS sebagai berikut:
Merancang Model Struktural (inner model)
Perancangan model struktural hubungan antara variabel laten pada PLS didasarkan pada
rumusan masalah atau hipotesis penelitian, seperti pada gambar berikut :
Gambar 1 Model Struktural
Merancang Model Pengukuran (outer model)
Perancangan model pengukuran dalam PLS sangat penting karena terkait dengan
apakah indikator bersifat reflektif atau formatif. Model reflektif secara matematis
menempatkan indikator sebagai sub-variabel yang dipengaruhi oleh variabel laten,
sehingga indikator-indikator tersebut bisa dikatakan dipengaruhi oleh faktor yang
sama yaitu variabel latennya. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah
model reflektif dengan asumsi semua indikator seolah-olah dipengaruhi variabel laten.
Mengkonstruksi diagram Jalur
Langkah setelah melakukan perancangan inner model dan outer model selanjutnya
dinyatakan dalam bentuk diagram jalur. Bentuk diagram jalur perancangan inner model
dan outer model dalam penelitian ini diilustrasikan dalam Gambar 2. sebagai berikut
Gambar 2. Diagram Jalur Penelitian
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Konversi diagram Jalur ke dalam Sistem Persamaan
Evaluasi Outer Model
Model persamaan dalam Outer model yaitu :
X = λXξ +εX
Y = λyη+εy
Keterangan :
X dan Y = Indikator untuk variabel laten endogen dan eksogen
λX dan λy = matriks loading yang menggambarkan koefisien regresi sederhana yang
menghubungkan variabel laten dengan indikatornya
ξ = variabel eksogen
η = variabel endogen
ε = kesalahan pengukuran
Persamaan outer model penelitian :
1. Variabel Partisipasi Penganggaran
x1.1 = λx1.1 ξ1 + δ1
x1.2 = λx1.2 ξ1 + δ2
x1.3 = λx1.3 ξ1 + δ3
x1.4 = λx1.4 ξ1 + δ4
x1.5 = λx1.5 ξ1 + δ5
2. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran
x2.1 = λx2.1 η1 + ε1
x2.2 = λx2.2 η1 + ε2
x2.3 = λx2.3 η1 + ε3
x2.4 = λx2.4 η1 + ε4
x2.5 = λx2.5 η1 + ε5
3. Variabel Komitmen Tujuan Anggaran
X3.1 = λx3.1 η2 + ε6
X3.2 = λx4.4 η2 + ε7
X3.3 = λx4.4 η2 + ε8
4. Variabel Keadilan Distributif
X4.1 = λx4.1 η3 + ε9
X4.2 = λx4.2 η3 + ε10
X4.3 = λx4.3 η3 + ε11
X4.4 = λx4.4 η3 + ε12
X4.5 = λx4.5 η3 + ε13
5. Variabel Pengawasan Internal
X5.1 = λx5.1 η4 + ε14
X5.2 = λx5.2 η4 + ε15
X5.3 = λx5.3 η4 + ε16
X5.4 = λx5.4 η4 + ε17
X5.5 = λx5.5 η4 + ε18
5.  Variabel Kinerja Manajerial
y
.1 = λy.1 η5 + ε19
y
.2 = λy.3 η5 + ε20
y
.3 = λy.3 η5 + ε21
y
.4 = λy.4 η5 + ε22
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y
.5 = λy.5 η5 + ε23
y
.6= λy.6 η5 + ε24
y
.7 = λy.7 η5 + ε25
y
.8 = λy.8 η5 + ε26
y
.9 = λy.9 η5 + ε27
y
.10 = λy.10 η5 + ε28
Persamaan Inner Model penelitian:
η1 = γ1ξ1 + γ2ξ2 + ζ1
η2 = β1η1 + γ3ξ1 + γ4ξ2 + ζ2
Keterangan :
η = Variabel laten endogen
ξ = Variabel laten eksogen
Evaluasi Inner Model
Persamaan yang digunakan dalam inner model yaitu :
ηj = Σiβ ji ηi + Σ I γ jb ξb + ζj
Keterangan
η = Variabel laten endogen
ξ = Varibel laten eksogen
β ji dan γ jb = Koefisien jalur yang menghubungkan satu variabel laten
endogen dengan endogen yang lain.
i dan b =  Range indices
ζ = Variabel inner residual.
Estimasi
Nilai estimasi koefisien jalur antara konstruk harus  memiliki  nilai yang
signifikan. Signifikansi hubungan dapat diperoleh dengan prosedur Bootstapping. Nilai
yang dihasilkan berupa nilai t-hitung yang kemudian dibandingkan dengan t-tabel.
Apabila nilai t-hitung > t-tabel (1,96) pada taraf  signifikansi (5 %) maka  nilai
estimasi koefisien jalur tersebut signifikan.
Goodness of fit
Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap kesesuaian model melalui berbagai
kriteria goodness of fit. Goodness of fit dalam PLS dibagi atas dua bagian yaitu:
Outer Model
Ghozali dan Latan (2015) menyatakan kriteria penilaian yang digunakan dalam
menilai indikator adalah :
a. Convergent validity nilai loading factor 0,50 sampai 0,60.
b. Discriminant validity nilai korelasi cross loading dengan variabel latennya harus
lebih besar dibandingkan dengan korelasi terhadap variabel laten yang lain.
c. Nilai AVE (avarage variance extracted) harus diatas 0,50.
d. Nilai composite reliability yang baik apabila memiliki nilai ≥0,70.
Inner Model
Goodness of fit pada inner model diukur menggunakan R square variabel laten
dependen, Q square  predictive relevance untuk model struktural yang digunakan
untuk mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi
parameternya. Nilai Q square > 0 menunjukkan model memiliki predictive relevance
yang baik, sebaliknya jika nilai Q square ≤ 0 menunjukkan model kurang memiliki
predictive relevance. Nilai predictive-relevance diperoleh dengan rumus:
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Q2 = 1 – (1-R12) (1-R22) (1-R32) (1-R42) (1-R52)
Keterangan:
R12 = R Square Kejelasan Sasaran Anggaran
R22 = R Square Komitmen Tujuan Anggaran
R32 = R Square Keadilan Distributif
R42 = R Square Pengawasan Internal
R42 = R Square Kinerja Manajerial
Pengujian Hipotesis
Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada pengujian inner model yaitu:
t statistic
Apabila koefisien t statistic menunjukan koefisien yang lebih besar dari t tabel, hasil ini
menggambarkan variabel tersebut signifikan, maka dapat diartikan  bahwa terdapat
pengaruh yang bermakna pada variabel  laten terhadap variabel laten lainnya.
Path Coefficients
Nilai path coefficients menunjukkan koefisien hubungan antara variabel laten dengan
variabel laten lainnya. Sedangkan besarnya pengaruh total variabel laten  terhadap
variabel laten  lainnya (total effect)  diperoleh melalui hasil tambah antara pengaruh
langsung (direct effect) dengan pengaruh tidak langsung (indirect effect) yang dimiliki.
Operasionalisasi Penelitian
Variabel Independen
Dalam penelitian ini, variabel independennya yaitu partisipasi penganggaran (X1) yang
akan melihat seberapa tinggi-rendahnya partisipasi dan pengaruh para
aparatur/pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran pada SKPD yang ada di
Provinsi Jambi, baik secara periodik maupun tahunan. Partisipasi penyusunan
anggaran diukur dengan 5 indikator yang dikembangkan oleh Milani, 1975. Variabel
partisipasi penganggaran diukur dengan kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti
yaitu: 1) seberapa besar tingkat keterlibatan pimpinan dalam penyusunan anggaran; 2)
seberapa besar ide yang diberikan mengenai anggaran untuk didiskusikan dengan
atasan; 3) seberapa besar usulan yang diberikan pada anggaran final; 4) seberapa besar
kontribusi yang diberikan dalam penyusunan anggaran.  Variabel ini diukur dengan
skala likert, yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya
terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (5 (ST= (Sangat Tinggi); 4
(T=Tinggi), 3 (S=Sedang), 2 (R=Rendah), 1 (SR= Sangat Rendah).
Variabel Dependent
Penelitian ini untuk variabel terikatnya adalah kinerja manajerial (Y). Kinerja manajer
diukur dengan menggunakan skala komprehensif milik Mahoney et al (1963) dalam
Wentzel (2002) yang menyuruh manajer untuk memperingkat kinerja mereka dalam 8
indikator yaitu: perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, supervisi, staffing,
negosiasi dan peran yang dijalankannya. Variabel ini diukur dengan skala likert, yaitu
mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap
pertanyaan yang diajukan dengan skor 5. (5 (ST= (Sangat Tinggi); 4 (T=Tinggi), 3
(S=Sedang), 2 (R=Rendah), 1 (SR=Sangat Rendah).
Variabel Intervening
Dalam penelitian ini variabel interveningnya antara lain yaitu :
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1. Kejelasan sasaran anggaran (X2), merupakan kondisi kinerja yang akan dicapai
yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA-SKPD). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala 7 point yang
dikembangkan oleh Kenis (1979) dan telah dimodifikasi sesuai dengan
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007.
Adapun indikator pengukuran yang digunakan antara lain adalah bagaimana
pelaksanaan wewenang dalam menentukan kejelasan sasaran anggaran, spesifikasi
anggaran, kepentingan sasaran anggaran, outcame, dan skala prioritas yang ingin
dicapai. Variabel ini diukur dengan skala likert, yaitu mengukur sikap dengan
menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan
dengan skor 5. (5(SS= Sangat Setuju), 4(S=Setuju), 3(TH =Tidak Tahu),
2(TS=Tidak Setuju), 1(STS=Sangat Tidak Setuju).
2. Komitmen tujuan anggaran (X2), didefinisikan sebagai determinasi seseorang
untuk mencapai sasaran (Locke & Latham, 1981). Ada tiga indikator yang
diadopsi berdasarkan penelitian Wentzel (2002) dan Adi (2006)  yaitu : 1)
komitmen untuk mencapai tujuan, responden diminta untuk menjawab seberapa
besar komitmen untuk mencapai tujuan anggaran yang telah ditetapkan; 2)
seberapa besar tingkat usaha yang dilakukan responden untuk menemukan
solusi apabila tujuan anggaran tidak bisa dicapai; dan 3) seberapa besar tingkat
kepedulian responden terhadap  pencapaian tujuan anggaran apabila tujuan
anggaran tercapai atau tidak tercapai. Variabel ini diukur dengan skala likert,
yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap
pertanyaan yang diajukan dengan skor 5.
3. Keadilan disributif (X3), berkaitan dengan outcome karena penekanannya adalah
pada distribusi yang diterima, terlepas bagaimana pengaruh distribusi itu
ditentukan (Magner dan Johnson, 1995) dimana instrumen yang  digunakan
untuk mengukur keadilan distributif ini diadopsi dari penelitian Magner dan
Johnson (1995) dalam Wentzel (2002) yang dikembangkan untuk penggunaan
dalam lingkungan penganggaran dan menaksir dasar perbandingan yang bervariasi
sebagai indikator pengukuran seperti 1) penyusunan anggaran telah sesuai dengan
kebutuhan; 2) anggaran yang dialokasikan pada unit kerja telah sesuai dengan
pengharapan; 3) Anggaran yang disusun telah memenuhi unsur keadilan. Variabel
ini diukur dengan skala likert, yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju
atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5. (5 (SS=
(Sangat Setuju); 4 (S=Setuju), 3 (N=Netral), 2 (TS=Tidak Setuju), 1 (STS=Sangat
Tidak Setuju) yang dikembangkan dalam bentuk lima pertanyaan
4. Pengawasan internal (X4), merupakan pengawasan yang dilakukan Inspektorat
Provinsi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi, dalam hal ini
dibatasi pada proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah
Provinsi menjalankan rencana yang telah tertuang dalam APBD secara efisien dan
efektif juga untuk menjamin agar penyusunan anggaran telah mempertimbangkan
unsur efesiensi, efektifitas, dan ekonomis. Variabel ini diukur dengan instrumen
indikator yang dibangun sendiri yang mengacu dari materi pemeriksaan yang diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007.  Adapun indikator
yang digunakan yaitu dengan melihat bagaimana pelaksanaan monitoring
penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, barang milik daerah, dan review atas
laporan keuangan. Variabel ini diukur dengan skala likert, yaitu mengukur sikap
dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang
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diajukan dengan skor 5. (5 (SS= (Sangat Setuju); 4 (S=Setuju), 3 (N=Netral), 2
(TS=Tidak Setuju), 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Objek Penelitian
Responden dalam penelitian ini adalah Para Pejabat Struktural di Satuan Kerja
Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi yang terdiri dari Kepala SKPD,
Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kasubbag Program dan Anggaran. Tabel 3
menunjukkan bahwa dari 150 kuisioner yang disebar, terhimpun pengembaliannya
sebanyak 142 kuisioner dan 4 kuisioner diantaranya digugurkan karena tidak lengkap
pengisiannya. Sehingga secara keseluruhan yang layak digunakan untuk analisis
selanjutnya adalah 138 kuisioner atau 92 %.
Tabel 3. Ringkasan Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner
Keterangan Jumlah Persentase
Kuisioner yang disebar 150 100
Kuisioner yang tidak kembali 8 5,33
Kuisioner yang kembali 142 94,67
Kuisioner yang digugurkan 4 2,67
Kuisioner yang digunakan 138 92
Tingkat Pengembalian : 142/150 x100 % 94,67
Tingkat pengembalian yang
digunakan : 138/142x100 % 97%
Analisis Data
Variabel penelitian ini berjumlah 6 (enam) variabel laten yang terdiri dari 1
(satu) variabel eksogen, 4 (empat) variabel intervening, dan 1 (satu) variabel endogen.
Variabel eksogen berupa variabel Partisipasi Penganggaran (PP). Variable pemediasi
terdiri atas Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA), Komitmen Tujuan Anggaran (KTA,
Keadilan Distributif (KD), dan Pengawasan Internal (PI). Variabel endogen adalah
Kinerja Manajerial (KM). Jumlah indikator dalam penelitian ini sebanyak 33 (tiga
puluh tiga) indikator, yaitu partisipasi anggaran (PP)  sebanyak 5 (lima) indikator,
kejelasan sasaran anggaran (KSA) sebanyak 5 (lima) indikator, komitmen tujuan
anggaran (KTA) sebanyak 3 (tiga) indikator, keadilan distributif (KD) sebanyak 5
(lima) indikator, pengawasan internal (PI) sebanyak 5 (lima) indikator, dan kinerja
manajerial (KM) sebanyak 10 (sepuluh) indikator.
Goodness of Fit
a. Outer Model
1. Uji Convergent Validity
Uji convergent validity dilakukan untuk mengetahui validitas dari indikator yang
digunakan. Indikator dinyatakan valid dengan nilai weights or loadings factor berkisar
di atas 0,50. Hasil evaluasi convergent validity pada Gambar 3 menunjukkan bahwa
hasil output analisis dapat dilihat bahwa semua konstruk dengan indikator reflektif
menghasilkan nilai loading faktor >0,5 yang berarti bahwa semua indikator konstruk
adalah valid, untuk lebih jelasnya nilai loading faktor semua indikator dapat dilihat pada
Tabel 4
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Gambar 3. Nilai Loading Factor
Tabel 4. Uji Convergent Validity
Variabel Indikator Weights or Loadings Keterangan
Partisipasi Penganggaran PP1 0.7559 Valid
PP2 0.8195 Valid
PP3 0.7611 Valid
PP4 0.8246 Valid
PP5 0.7673 Valid
Kejelasan Sasaran Anggaran KSA1 0.6727 Valid
KSA2 0.7629 Valid
KSA3 0.8689 Valid
KSA4 0.6467 Valid
KSA5 0.8301 Valid
Komitmen Tujuan Anggaran KTA1 0.7895 Valid
KTA2 0.8505 Valid
KTA3 0.8748 Valid
Keadilan Distributif KD1 0.7567 Valid
KD2 0.8017 Valid
KD3 0.8703 Valid
KD4 0.542 Valid
KD5 0.7008 Valid
Pengawasan Internal PI1 0.7559 Valid
PI2 0.8195 Valid
PI3 0.7611 Valid
PI4 0.8246 Valid
PI5 0.7673 Valid
Kinerja Manajerial KM1 0.7611 Valid
KM2 0.6856 Valid
KM3 0.8448 Valid
KM4 0.7415 Valid
KM5 0.6668 Valid
KM6 0.6633 Valid
KM7 0.6484 Valid
KM8 0.7882 Valid
KM9 0.6408 Valid
KM10 0.7461 Valid
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Uji Discriminant Validity
Uji discriminant validity dilakukan untuk mengetahui korelasi antara tiap indikator
dengan semua variabel laten yang ada. Seluruh indikator dinyatakan valid jika nilai
korelasi cross loading seluruh indikator yang digunakan dalam membentuk variabel
laten, lebih besar dibandingkan dengan korelasi terhadap variabel laten yang lain.
(Ghozali & Latan, 2015).  Nilai korelasi cross loading masing-masing variabel
dijelaskan pada Table 5.
Tabel 5. Uji Discriminant Validity
KD KM KSA KTA PA PI
KD1 0.7567 0.4178 0.2354 0.5723 0.3399 0.3737
KD2 0.8017 0.3018 0.0832 0.4143 0.3345 0.2249
KD3 0.8703 0.3712 0.155 0.4539 0.3991 0.3276
KD4 0.542 0.17 0.2116 0.2742 0.1971 0.3051
KD5 0.7008 0.2655 0.0842 0.3739 0.3274 0.3669
KM1 0.3601 0.7611 0.2829 0.3918 0.3322 0.6187
KM10 0.3054 0.7461 0.1293 0.39 0.2879 0.3771
KM2 0.3972 0.6856 0.1815 0.3286 0.2058 0.519
KM3 0.3673 0.8448 0.2405 0.384 0.2536 0.3814
KM4 0.1918 0.7415 0.2154 0.2268 0.2222 0.2707
KM5 0.2807 0.6668 0.0374 0.357 0.1496 0.0911
KM6 0.2991 0.6633 0.104 0.2241 0.2719 0.1819
KM7 0.2588 0.6484 0.1783 0.305 0.2943 0.1643
KM8 0.3237 0.7882 0.2642 0.3889 0.2341 0.345
KM9 0.2136 0.6408 0.242 0.2674 0.1962 0.3137
KSA1 0.2018 0.205 0.6727 0.1303 0.3878 0.1401
KSA2 0.1072 0.0481 0.7629 0.2483 0.4066 0.0485
KSA3 0.1916 0.3068 0.8689 0.2762 0.3082 0.2031
KSA4 0.0271 0.2066 0.6467 0.1097 0.1119 0.2641
KSA5 0.1751 0.2716 0.8301 0.2721 0.278 0.1938
KTA1 0.4744 0.384 0.2002 0.7895 0.2351 0.3285
KTA2 0.4188 0.3689 0.2124 0.8505 0.3995 0.1807
KTA3 0.5595 0.4146 0.2874 0.8748 0.4116 0.3243
PA1 0.3369 0.3112 0.3792 0.2664 0.7559 0.262
PA2 0.3575 0.2512 0.2655 0.3413 0.8195 0.2136
PA3 0.3471 0.3304 0.295 0.3727 0.7611 0.2692
PA4 0.303 0.1833 0.2385 0.2435 0.8246 0.0684
PA5 0.3672 0.2452 0.4119 0.4053 0.7673 0.1501
PI1 0.1617 0.1371 -0.0335 0.1428 0.1602 0.5239
PI2 0.2646 0.359 0.206 0.2163 0.207 0.8067
PI3 0.3612 0.3712 0.2085 0.3656 0.3141 0.8413
PI4 0.3731 0.4027 0.0988 0.2988 0.1271 0.827
PI5 0.3993 0.5384 0.2219 0.2084 0.1734 0.794
Berdasarkan Tabel 5 uji discriminant validity menunjukan nilai korelasi cross
loading seluruh indikator partisipasi penganggaran terhadap variabel latennya lebih
besar dari nilai korelasi cross loading variabel laten lainnya karena berkisar antara 0,75
– 0,82, maka seluruh indikator partisipasi penganggaran dinyatakan valid. Nilai korelasi
cross loading seluruh indikator kejelasan sasaran anggaran terhadap variabel latennya
lebih besar dari nilai korelasi cross loading variabel laten lainnya karena berkisar antara
0,64 – 0,86,, maka seluruh indikator kejelasan sasaran anggaran dinyatakan valid, dan
begitu juga untuk seluruh indikator keadilan distributif dan seluruh indikator variabel
pengawasan internal
Average Variance Extracted (AVE)
Uji Average Variance Extracted (AVE) dilakukan untuk mengetahui nilai yang
menunjukkan besarnya varian indikator yang dikandung oleh variabel. Nilai AVE
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seluruh variabel dinyatakan valid apabila nilai AVE berkisar di atas 0,5. Tabel 6
menunjukkan bahwa nilai AVE > 0,50 untuk masing-masing variabel dalam penelitian
ini. Hal ini berarti bahwa variabel partisipasi penganggaran, keadilan distributif,
komitmen tujuan anggaran, keadilan distributif, dan kinerja manajerial adalah reliabel.
Tabel 6. Average Variance Extracted
Variabel Laten AVE Keterangan
Partisipasi Penganggaran 0.6182 Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran 0.5794 Reliabel
Komitmen Tujuan Anggaran 0.7039 Reliabel
Keadilan Distributif 0.5515 Reliabel
Pengawasan Internal 0.5895 Reliabel
Kinerja Manajerial 0.5206 Reliabel
Composite Reliability
Uji composite reliability menunjukkan seluruh variabel dinyatakan reliable
apabila nilai composite reliability dan cronbachs alpha lebih dari 0.70 (Ghozali &
Latan, 2015).
Tabel 7. Composite Reliability
Variabel Laten Composite Reliability Keterangan
Partisipasi Penganggaran 0.8899 Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran 0.8718 Reliabel
Komitmen Tujuan Anggaran 0.8768 Reliabel
Keadilan Distributif 0.8574 Reliabel
Pengawasan Internal 0.8752 Reliabel
Kinerja Manajerial 0.9151 Reliabel
Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai composite reliability semua variabel di atas
0,70 yang berarti bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki realibilitas yang
baik. Hasil evaluasi composite reliability dengan menggunakan cronbachs alpha pada
Tabel 8 menunjukan bahwa nilai  nilai cronbachs alpha semua variabel di atas 0,70
yang berarti bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki realibilitas yang baik.
Tabel 8. Cronbachs Alpha
Variabel Laten Cronbachs Alpha Keterangan
Partisipasi Penganggaran 0.8457 Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran 0.8174 Reliabel
Komitmen Tujuan Anggaran 0.7904 Reliabel
Keadilan Distributif 0.7929 Reliabel
Pengawasan Internal 0.8239 Reliabel
Kinerja Manajerial 0.8991 Reliabel
.
Evaluasi Inner Model
Evaluasi inner model dilakukan dengan uji bootstrapping yang menghasilkan nilai
koefisien determinasi R square, Q square, path coefficients, latent variable
correlations. Hasil evaluasi inner model dijelaskan sebagai berikut.
Koefisien Determinasi R Square
R Square berfungsi untuk melihat nilai signifikansi dari variabel laten,
sebagaimana dalam Tabel 9.
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Tabel 9. R2 Variabel Latent Endogen
Variabel Laten R Square
Kejelasan Sasaran Anggaran 0.1723
Komitmen Tujuan Anggaran 0.1803
Keadilan Distributif 0.1944
Pengawasan Internal 0.0656
Kinerja Manajerial 0.3768
Q Square
Suatu model dianggap mempunyai nilai predictive yang relevan jika nilai Q
square lebih besar dari 0 ( > 0). Nilai predictive-relevance diperoleh dengan rumus
sebagai berikut. Nilai predictive-relevance diperoleh dengan rumus:
Q2 = 1 – (1-R12) (1-R22) (1-R32) (1-R42) (1-R52)
Q2 = 1 – (1-0,172) (1-0,182) (1-0,192) (1-0,062) (1-0,372)
Q2 = 0,22
Hasil perhitungan Q square pada penelitian ini adalah 0,22 atau 22%. Hal ini
berarti model dalam penelitian ini layak untuk menjelaskan variabel endogen yaitu
kinerja manajerial.
Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan
Tabel results for inner weights dari hasil running bootstrapping digunakan untuk
mengetahui pengaruh langsung antar variabel dari masing-masing hipotesis. Nilai t-stat
yang berada diatas nilai 1,96 (signifikansi 5%) menunjukkan pengaruh langsung
signifikan dari masing-masing hipotesis. Nilai t-statistic model sebagai berikut:
Gambar 4. Output Bootsrapping
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Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Kinerja Manajerial
Variabel eksogen dinyatakan signifikan pada variabel endogennya apabila hasil
statistik lebih besar dari t-tabel 1,96. Tabel 4.13  yang merupakan results for inner
weights dari hasil running bootstrapping dapat menunjukkan bagaimana pengaruh
partisipasi penganggaran terhadap kinerja manajerial.
Tabel 10. Path Coeficient Partisipasi Penganggaran terhadap Kinerja Manajerial
Keterangan OriginalSample
Sample
Mean
Standard
Deviation
Standard
Error T-Stat Signifikasi
Partisipasi
Penganggaran ->
Kinerja Manajerial
0.0797 0.0903 0.0984 0.0984 0.81 TidakSignifikan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan peneliti tidak
terdukung secara statistik.  Tabel 4.13 menunjukkan bahwa pengujian partisipasi
penganggaran terhadap kinerja manajerial menghasilkan koefisien sebesar 0,0797 dan t-
statistic sebesar 0,81.  Besarnya koefisien parameter 0,0797 yang berarti bahwa terdapat
pengaruh positif partisipasi penganggaran terhadap kinerja manajerial, namun oleh
karena t-statistic lebih kecil daripada 1,96 (t-tabel signifikasi 5 % = 1,96) maka H1
ditolak yang berarti bahwa partisipasi penganggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja
manajerial.
Pengaruh negatif atau tidak signifikannya partisipasi penganggaran terhadap kinerja
manajerial dapat disebabkan oleh timbulnya perilaku disfungsional, misalnya individu
menciptakan kesenjangan anggaran, terjadinya pseudo participation, atau atasan
perusahaan menyatakan menggunakan partisipasi dalam penganggaran padahal
sebenarnya tidak. Partisipasi semu di perusahaan membuat karyawan tidak termotivasi
mencapai tujuan secara maksimal (Siegel dan Marconi, 1989).
Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan
Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Tujuan Anggaran dan Kejelasan
Sasaran Anggaran sebagai Variabel Intervening
Path Coefficients
Tabel results for inner weights dari hasil running bootstrapping digunakan untuk
mengetahui pengaruh langsung antar variabel dari masing-masing hipotesis, melalui
nilai koefisien jalur dari masing-masing hipotesis (Tabel 11)
Tabel 11. Path Coefficients
Keadilan
Distributif
(KD)
Komitmen
Tujuan
Anggaran
(KTA)
Kejelasan
Sasaran
Anggaran (KSA)
Pengawasan
Internal
(PI)
Kinerja
Manajerial
(KM)
Total Effect
Keadilan
Distributif (KD)
0.0881 0,1185
Komitmen Tujuan
Anggaran (KTA)
0.24 0.1816
Kejelasan Sasaran
Anggaran (KSA)
0.0833 0.1143
Pengawasan
Internal (PI)
0.3511 0.1696
Partisipasi
Penganggaran (PP)
0.4409 0.4246 0.415 0.256 0.0797
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Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Kinerja Manajerial melalui
Kejelasan Sasaran Anggaran sebagai Variabel Intervening
Pengaruh partisipasi penganggaran apabila melalui variabel kejelasan sasaran
anggaran, maka pengaruh partisipasi penganggaran pada kinerja manajerial menjadi
0,1143.  Pengaruh total antara partisipasi penganggaran terhadap kinerja manajerial
melalui variabel kejelasan sasaran anggaran diperoleh dengan mengalikan pengaruh
tidak langsung variabel partisipasi penganggaran ke variabel kejelasan sasaran anggaran
sebesar 0,415 dengan pengaruh tidak langsung variabel kejelasan sasaran anggaran ke
variabel kinerja manajerial sebesar 0,0833, lalu hasil kali tersebut dijumlahkan dengan
pengaruh langsung variabel partisipasi penganggaran ke variabel kinerja manajerial
sebesar 0,1143, maka diperoleh pengaruh total sebesar 0,1143. Berdasarkan hal
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh tidak langsung partisipasi
penganggaran terhadap kinerja manajerial melalui variabel kejelasan sasaran anggaran
lebih besar daripada pengaruh langsung partisipasi penganggaran pada kinerja
manajerial. Hal ini mengindikasikan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan
variabel intervening yang mampu memediasi, memberikan pengaruh dan memperkuat
hubungan antara partisipasi penganggaran pada kinerja manajerial.
Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Kinerja Manajerial melalui
Komitmen Tujuan Anggaran sebagai Variabel Intervening
Tabel 11 menunjukkan bahwa pengaruh partisipasi penganggaran apabila melalui
komitmen tujuan anggaran sebagai variable intervening terhadap kinerja manajerial
menjadi 0,1816. Pengaruh partisipasi penganggaran terhadap kinerja manajerial melalui
variabel komitmen tujuan anggaran diperoleh dengan mengalikan pengaruh tidak
langsung variabel partisipasi penganggaran ke variabel komitmen tujuan anggaran
sebesar 0,4246 dengan pengaruh tidak langsung variabel komitmen tujuan anggaran ke
variabel kinerja manajerial sebesar 0,24,  lalu hasil kali tersebut dijumlahkan dengan
pengaruh langsung variabel partisipasi penganggaran ke variabel kinerja manajerial
sebesar 0,0797, maka diperoleh pengaruh total sebesar 0,1816. Berdasarkan hal
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh tidak langsung partisipasi
penganggaran terhadap kinerja manajerial melalui variabel komitmen tujuan anggaran
lebih besar daripada pengaruh langsung partisipasi penganggaran pada kinerja
manajerial. Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen tujuan anggaran merupakan
variabel intervening yang mampu memediasi, memberikan pengaruh dan memperkuat
hubungan partisipasi penganggaran dengan kinerja manajerial.
Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Kinerja Manajerial melalui
Keadilan Distributif sebagai Variabel Intervening
Partisipasi penganggaran berpengaruh pada kinerja manajerial sebesar 0,0797.
Namun apabila melalui variabel keadilan distributif maka pengaruh variabel partisipasi
penganggaran pada variabel kinerja manajerial menjadi 0,1185.  Pengaruh total antara
partisipasi penganggaran terhadap kinerja manajerial melalui variabel keadilan
distributif diperoleh dengan mengalikan pengaruh tidak langsung variabel partisipasi
penganggaran ke variabel keadilan distributif sebesar 0,4409 dengan pengaruh tidak
langsung variabel keadilan distributif ke variabel kinerja manajerial sebesar 0,0881, lalu
hasil kali tersebut dijumlahkan dengan pengaruh langsung variabel partisipasi
penganggaran ke variabel kinerja manajerial sebesar 0,0797 , maka diperoleh pengaruh
total sebesar 0,1185.
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Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung partisipasi
penganggaran terhadap kinerja manajerial melalui variabel keadilan distributif lebih
besar daripada pengaruh langsung partisipasi penganggaran pada kinerja manajerial.
Hal ini mengindikasikan bahwa keadilan distributif merupakan variabel
intervening/pemediasi yang mampu memberikan pengaruh dan memperkuat hubungan
antara partisipasi penganggaran dengan kinerja manajerial.
Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Kinerja Manajerial melalui
Pengawasan Internal sebagai Variabel Intervening
Pengaruh partisipasi penganggaran apabila melalui pengawasan internal pada
kinerja manajerial menjadi 0,1143.  Pengaruh total antara partisipasi penganggaran
terhadap kinerja manajerial melalui variabel pengawasan internal diperoleh dengan
mengalikan pengaruh tidak langsung variabel partisipasi penganggaran ke variabel
pengawasan internal sebesar 0,256 dengan pengaruh tidak langsung variabel
pengawasan internal ke variabel kinerja manajerial sebesar 0,3511, lalu hasil kali
tersebut dijumlahkan dengan pengaruh langsung variabel partisipasi penganggaran ke
variabel kinerja manajerial sebesar 0,0797, maka diperoleh pengaruh total sebesar
0,1143. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh tidak
langsung partisipasi penganggaran terhadap kinerja manajerial melalui variabel
pengawasan internal lebih besar daripada pengaruh langsung partisipasi penganggaran
pada kinerja manajerial. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan internal
merupakan variabel intervening antara hubungan partisipasi penganggaran pada kinerja
manajerial.
Hasil Penelitian dan pembahasan di atas menunjukkan  bahwa partisipasi
penganggaran tidak berpengaruh pada kinerja manajerial sehingga H1 ditolak dan
partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial dengan kejelasan
sasaran anggaran, komitmen tujuan anggaran, keadilan distributif, dan pengawasan
internal sebagai variabel intervening yang berarti diterimanya hipotesis kedua (H2).
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Partisipasi penganggaran tidak berpengaruh pada kinerja manajerial.  Hal ini
berarti bahwa dengan adanya peningkatan partisipasi penganggaran secara
signifikan tidak akan mengakibatkan peningkatan kinerja manajerial SKPD pada
Provinsi Jambi.
2. Partisipasi penganggaran berpengaruh pada kinerja manajerial dengan
kejelasan sasaran anggaran sebagai variabel intervening.
3. Partisipasi penganggaran berpengaruh pada kinerja manajerial dengan
komitmen tujuan anggaran sebagai variabel intervening.
1. Partisipasi penganggaran berpengaruh pada kinerja manajerial dengan keadilan
distributif sebagai variabel intervening.
Saran-Saran
1. Disarankan kepada Kepala SKPD, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala
SubBidang agar lebih berperan secara aktif dalam penyusunan anggaran,
memperhatikan, dan mengikutsertakan partisipasi staf/bawahan secara aktif.  Hal
ini akan menyebabkan karyawan/staf memiliki tanggung jawab pribadi untuk
mencapai tujuan anggaran yang telah ditetapkan dan berperan secara produktif
untuk meningkatkan kinerja manajerial SKPD.
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2. Pengembangan penelitian selanjutnya mengenai hubungan antara partisipasi
penganggaran dan kinerja manajerial disarankan juga untuk dapat menggunakan
variabel intervening lain seperti misalnya job relevant information (JRI) dan
kecukupan anggaran, dimana ketersediaan informasi yang diperoleh dari partisipasi
manajer tingkat menengah dalam proses penganggaran dapat meningkatkan kinerja
manajerial karena informasi-informasi tersebut mewakili kebutuhan masing-masing
daerah pertanggungjawaban dan informasi itu relevan dengan tugas yang terkait
dengan pembuatan keputusan atau pembuatan anggaran yang lebih realistis dan
lebih akurat oleh manajemen
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